BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 2| TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk melaporkan
kekayaannya;

bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3863);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA

KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
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Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN, yang
dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Unit Pengelola LHKASN adalah unit yang membantu kelancaran
pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan adalah Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKASN bagi Pegawai ASN bertujuan untuk mewujudkan
Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta
perbuatan tercela lainnya.



BAB III
PENYAMPAIAN WAJIB LHKASN

Pasal 3

(1) Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan
LHKASN.

(2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara bertahap.

(3) Bagi Penyelenggara Negara dan Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN
tidak perlu lagi menyampaikan LHKASN.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan

LHKASN paling lambat :

a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan LHKASN ditetapkan;

b. 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;

c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan/pensiun.

BAB V
UNIT PENGELOLA LHKASN

Pasal 5

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pengoordinasian
dan monitoring kepatuhan LHKASN, dibentuk Unit Pengelola LHKASN yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.

(3) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

untuk :

a. melakukan pendataan ASN yang diwajibkan LHKASN;

b. mendaftarkan wajib LHKASN pada aplikasi SIHARTA
(siharta .menpan.go.id);

c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan
kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKASN;

d. memonitor kepatuhan LHKASN oleh wajib lapor; dan

e. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas
terkait dengan LHKASN kepada Bupati dengan tembusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKASN
di Lingkungan Pemerintah Daerah.



(2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap
pengelolaan dan kepatuhan penyampaian LHKASN di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(3) Kepala SKPD masing-masing satuan kerjanya memiliki kewajiban untuk
mengingatkan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar segera
menyampaikan LHKASN.

BAB VII
SANKSI

Pasal 7

Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 terlebih dahulu harus melalui proses sebagai berikut :
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan
masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN, maka
kepada Pegawai ASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola
LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Sptember 2016

BUPATI TABALONG,
.
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/ ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Ceplkmber 2018

ﬂ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ‘\

Y e

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 2



